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P UT U S A N

Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  41  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxx  xxxxx,

pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 04, xxxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx

xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan domisili

elektronik  pada  alamat  email:  zainapzai02@gmail.com,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxxxx,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  xxxxx  xxxxxx  xxx

xxxx,  xxxxxx xxxxx xxx,  RT.  10,  RW. 04,  xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxx,  Kota  xxxxx,  Provinsi

xxxxx,  xxxx  xxxxxxxx,  xxxx  xxxxx,  Kota  xxxxx,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal

05  Desember  2024,  dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sengeti dengan register perkara Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tertanggal 11

Desember 2024. Isinya sebagai berikut:
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1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah,

yang melangsungkan pernikahan pada tanggal  27 Mei  2016 yang dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxx

xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,  Provinsi  xxxxx,  sebagaimana  bukti  berupa

Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 128/25/V/2016, tertanggal pada 27 Mei

2016 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut; 

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  janda  dan

Tergugat  berstatus  duda  dan  setelah  akad  nikah  Tergugat  mengucapkan

sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal

di rumah Tergugat yang beralamat di xx xx, Desa Solok, Kecamatan Kumpeh

Ulu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, kemudian pada bulan Juni 2023

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri  (ba’da  dukhul)  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ANAK, Tempat dan tanggal lahir,  xxxxx, 28 November 2017, Jenis

Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;

Yang mana pada saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,  seringkali  terjadi

pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh

karena:

a. Tergugat diketahui telah menjual mobil milik Penggugat dan Tergugat

yang  dimana  setelah  ditanyakan  kepada  Tergugat  uang  hasil  dari

penjualan  mobil  tersebut,  Tergugat  menjawab  bahwa  uang  tersebut

digunakan  untuk  membayar  hutang  akibat  dari  bermain  judi  Tergugat

tersebut;

b. Tergugat  seringkali  mengambil  pinjaman  dengan  tanpa

sepengetahuan  Penggugat  dan yang  mana akibat  dari  itu  Penggugat
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seringkali didatangi oleh penagih hutang sehingga membuat Penggugat

hingga ketakutan dan trauma;

c. Adanya pihak ketiga, dimana Tergugat diketahui telah berselingkuh

dan telah memiliki wanita lain dan terkait perihal tersebut diketahui oleh

Penggugat setelah Penggugat melihat handphone milik Tergugat, selain

itu anak tiri Penggugat juga diketahui telah melihat wanita selingkuhan

tersebut datang ke acara pernikahan adik Tergugat;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terjadi  pada bulan Juni  2023 disebabkan oleh perihal  diatas yaitu point  5

(lima),  yang mana akibat dari  itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

dari  rumah Tergugat tersebut dan hingga saat ini  sudah tidak pernah lagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah

tidak  pernah  lagi  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dan  anak

Penggugat,  sehingga  demi  memenuhi  segala  kebutuhan  dengan

menggunakan uang hasil kerja Penggugat;

8. Bahwa  penjelasan  di  atas  menunjukan  bahwa  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  benar-benar  sudah  tidak  harmonis  dan  sulit

untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati

untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat

ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat

dari  Permohonan  Penggugat  yang  diajukan  pada  Pengadilan  Agama

Sengeti;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang,

memanggil  dan  memeriksa  gugatan  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Memutuskan  hubungan  pernikahan  Penggugat  (PENGGUGAT)

dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
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3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  dan

Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan

yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat  tidak hadir  di  persidangan,  maka upaya

perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  kemudian  Hakim  membacakan  surat  gugatan  Penggugat.

Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  dalam  surat  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

 Bukti surat

Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  128/25/V/2016,  atas  nama

Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  KUA xxxx  xxxx  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx  Provinsi

xxxxx, tanggal 27 Mei 2016. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi

kode P;

 Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxx, tempat tinggal di RT. 08 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx.  Saksi  telah  memberi  keterangan  di  bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami  istri  bertempat  tinggal  di  RT.  04  Desa  Solok

Kecamatan  Kumpeh  Ulu,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,  Provinsi  xxxxx

sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun

2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  suka  bermain  judi  dan  telah

menjual  mobil  milik  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  membayar

hutang  akibat  dari  bermain  judi  tersebut.  Tergugat  juga  telah

berselingkuh dengan wanita lain; 

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan Juni tahun 2023 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri lagi; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati  Penggugat  agar

rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

2. SAKSI  2,  umur  18  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxxxx,  tempat  tinggal  di  RT.  10  Kelurahan  Tanjung

Pinang  Kecamatan  xxxxx  Timur  Kota  xxxxx.  Saksi  telah  memberi

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Tergugat atau anak tiri Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami  istri  bertempat  tinggal  di  RT.  04  Desa  Solok

Kecamatan  Kumpeh  Ulu,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,  Provinsi  xxxxx

sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu bulan

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  suka  bermain  judi  dan  telah

menjual  mobil  milik  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  membayar

hutang  akibat  dari  bermain  judi  tersebut.  Tergugat  juga  sering

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering

didatangi oleh penagih hutang; 

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

pertengahan  tahun  2023  yang  lalu,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati  Penggugat  agar

rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan

Penggugat; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di muka;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  berita  acara  relaas panggilan  atas

nama  Penggugat  dan  Tergugat,  Hakim  menilai  pemanggilan  terhadap

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah  dilaksanakan  berdasarkan  petunjuk

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145

ayat  (1) dan (2)  R.Bg dan Pasal  26 ayat  (1) dan (2)  Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan.  Oleh  karenanya  pemanggilan  tersebut  harus

dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  datang  menghadap  dan  telah

mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta

tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah

dilaksanakan secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak

hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati

Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan

upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan  juga  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  ketidakhadiran  Tergugat.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama  Jis.  Pasal  31

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  143  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat,

yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  tersebut  dalam

duduk perkara, Hakim menilai  bahwa posita  dari  gugatan Penggugat adalah

antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  rukun  kembali,  sebagaimana

ketentuan Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan

sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal

149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara

ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah

Agung  R.I  tahun  2015  yang  dikuat  dengan  SEMA Nomor  3  Tahun  2015

terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkan  gugatan  cerai  dengan  alasan

tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  Jo. Pasal  19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  Islam,  harus  terpenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut:  (1).  Antara

Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum

pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  tidak  ada  harapan  untuk  rukun

kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti  surat  bertanda “P” adalah salinan dari  surat

yang  dibuat  di  hadapan  pejabat  berwenang  dan  dalam  bentuk  yang  telah

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta autentik,

isi  salinan  sesuai  dengan  aslinya,  dan  menerangkan  tentang  keabsahan

pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti surat bertanda

“P” telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH

Perdata  dan  syarat  materil  bukti  sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  7  ayat  (1)
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Kompilasi  Hukum  Islam.  Dengan  demikian  Penggugat  dan  Tergugat  patut

dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum

Pengadilan Agama Sengeti,  dan Tergugat juga tidak ada melakukan  eksepsi

perihal  kewenangan  relatif  mengadili,  maka  Hakim  berpendapat  Penggugat

patut  dinyatakan  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan  perkara  ini

(persona standi in judicio) dan perkara  a quo merupakan kompetensi absolut

dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (vide Pasal 49 ayat

(1)  huruf  (a)  dan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menghadirkan  dua  orang  saksi

sebagaimana  tersebut  dalam  duduk  perkara  di  muka,  saksi-saksi  telah

memberikan  keterangan  di  persidangan  secara  terpisah  dan  telah

mengucapkan  sumpah  menurut  agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya

hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-

saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa

mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut

Hakim  menilai  bahwa  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil

sebagai saksi;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  syarat  materil  alat  bukti  saksi,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  308  dan  Pasal  309  R.Bg,  saksi-saksi

tersebut  harus  memberikan  keterangan  yang  dialami,  didengar  dan  dilihat

sendiri,  keterangan  yang  diberikan  tersebut  harus  mempunyai  sumber

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling

bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri

pertengkaran Penggugat  dan Tergugat,  maka dalil  Penggugat  bahwa antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  pertengkaran  harus  dinyatakan  telah

terbukti;
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Menimbang,  bahwa sudah menjadi  pengetahuan umum (notoir  feiten)

bahwa  pertengkaran  antara  suami-istri  dalam  rumah  tangga  adalah  sangat

wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-istri yang tidak

pernah  bertengkar dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangganya,  sehingga

tidak  semua  pertengkaran  suami-istri  dapat  menjadi  alasan  perceraian,

melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh  hukum untuk menjadi  alasan

perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu

unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal

ini  sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa dengan demikian,  maka selanjutnya Hakim harus

menilai  mengenai  kualitas  pertengkaran antara  Penggugat  dan Tergugat  ini,

yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  tahun

2023, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal  selama kurang lebih 1 tahun sampai

dengan sekarang;

Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  bahwa  perpisahan  tempat

tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang

diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri

dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-istri tidak hanya dapat dilihat

dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal,

juga  merupakan  salah  satu  bentuk  pertengkaran  dalam  rumah  tangga,

sehingga  terjadinya  pertengkaran  dalam rumah  tangga  yang  diikuti  dengan

sikap/tindakan  salah  satu  pihak  (suami  atau  istri)  memisahkan  diri  dari

pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka

selama itu pula pasangan suami-istri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  oleh

karena perpisahan tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan Tergugat  ini  masih

terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  keterangan kedua orang  saksi  yang

menerangkan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  diusahakan  untuk

dirukunkan  namun  tidak  berhasil,  dihubungkan  pula  dengan  kenyataan

gagalnya  upaya  Hakim  untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  maka

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pula  sudah  memenuhi  unsur

“tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat

telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk

hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat

dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk

dirukunkan  kembali”,  maka  dalil-dalil  Penggugat  perihal  penyebab

pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau

tidak  terbuktinya  fakta  tentang  penyebab  pertengkaran  itu,  tidak  akan

mempengaruhi  fakta  yang  telah  terbukti  bahwa  “antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pertengkaran  secara  terus  menerus  dan  telah  sulit  untuk

dirukunkan  kembali”,.  Namun  demikian,  penyebab  pertengkaran  cukup

diketahui  saja  sebagaimana  keterangan  saksi  sekaligus  pihak  keluarga

Penggugat,  mengenai  benar  tidaknya penyebab pertengkaran tersebut  tidak

akan dipertimbangkan lebih lanjut;

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  telah  terbukti  fakta  bahwa  “antara

Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah

sulit  untuk  dirukunkan  kembali”,  Hakim  berkesimpulan  gugatan  Penggugat

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana  kehendak  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya,

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul),  dan  berdasarkan

catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum
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pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap

Penggugat; 

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

dari  talak satu  ba’in sughra adalah antara suami dan istri  tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989,  yang  tidak  dirubah  dalam  undang-undang  Nomor  3

Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan

Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada

Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  Berada  di  Bawahnya,  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  8  Rajab 1446 Hijriah,  oleh  Sholihin,  S.Ag.,  M.H.

sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Hakim tersebut,  dibantu
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismiatun,  S.Pd.,  M.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal, 

Sholihin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp    30.000,00
2. Biaya proses : Rp    75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 46.000,00
4. PNBP Panggilan & PBT : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
7. Biaya PBT : Rp 23.000,00

Jumlah Rp   224.000,00
(dua ratus dua puluh empat ribu 
rupiah)
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